
 

 
 

 

 
 

 

BUPATI LAMPUNG TIMUR 
PROVINSI LAMPUNG 

 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 
NOMOR 02 TAHUN 2020 

 

TENTANG 
 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 
 

Menimbang 

 

 

 
 

Mengingat  

: 

 

 

 
 

: 

bahwauntukmemberikanpedomanpelaksananketentuanPasal 

31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentangPengelolaanKeuanganDesa, dipandang perlu 

menetapkan Peraturan Bupati 

tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapatan dan 

BelanjaDesaKabupaten Lampung Timur. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, 

Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 

2. Undang-UndangNomor6 Tahun 2014 tentangDesa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

07, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495);  

3. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 

tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhir 

denganUndang-UndangNomor 09 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

PeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor 06 Tahun 

2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran 

NegaraRepublik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 
47 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 

47 TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 

5717); 

5. PeraturanPemerintahNomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 



Desa yang BersumberdariAnggaranPendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015Nomor 168,TambahanLembaranNegara Republik 

Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5694 ); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pembangunan Desa; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 

tentangPengelolaanAsetDesa; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 

tentang Lembaga KemasyarakatanDesa; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor20Tahun 

2018tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

11. Peraturan DaerahKabupaten Lampung Timur Nomor2 
Tahun 2009 tentangPokok-PokokPengelolaanKeuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2009 Nomor 02); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 13 

Tahun 2016 tentangPedoman Pembangunan 

Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 

2009 Nomor 02);  
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURANBUPATI TENTANGPEDOMAN PENYUSUNAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN 

LAMPUNG TIMUR 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur; 

2. BupatiadalahBupati Lampung Timur; 

3. Camatadalahperangkatdaerah yang mempunyai wilayah kerja di 

tingkatKecamatandalamKabupaten Lampung Timur; 

4. Desaadalahdesa dan desaadatatau yang disebutdengannama lain, 

selanjutnyadisebutdesa, adalahkesatuanmasyarakat hukum yang memilikibatas 

wilayah yang berwenanguntukmengatur dan mengurusurusanpemerintahan, 
kepentinganmasyarakatsetempatberdasarkanprakarsamasyarakat, hakasal-usul, 

dan atauhaktradisionalyang diakui dan dihormatidalamsistemPemerintahan 

Negara KesatuanRepublik Indonesia;  

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 



6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 

7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 

secara demokratis; 

8. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga 

yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra 

pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat; 

9. Dana Desa, selanjutnyadisingkatDDadalah dana yang 

bersumberdariAnggaranPendapatan dan Belanja Negara yang 

diperuntukkanbagiDesa yang ditransfermelaluiAnggaranPendapatan dan Belanja 
Daerah dan digunakanuntukmembiayaipenyelenggaraanpemerintahan, 

pelaksanaanpembangunan, pembinaankemasyarakatandan 

pemberdayaanmasyarakat; 

10. Alokasi Dana Desa, selanjutnyadisingkat ADD, adalah Dana Perimbangan yang 

diterimaKabupatendalamAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupatensetelahdikurangi Dana AlokasiKhusus yang diberikan kepada Desa; 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa; 

12. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
selanjutnyadisebutBagi Hasil Pajak dan Retribusi, 

adalahbagiandaripenerimaanPajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah 

Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepadapemerintahdesa di 

wilayah Kabupaten Lampung Timur; 

13. PemegangRekening Kas Umum Daerah selanjutnyadisingkat RKUD 

adalahrekeningpemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

14. Rekening Kas Desa yang selanjutnyadisingkat RKD 

adalahRekeningpemerintahDesa yang ditetapkandengankeputusanKepalaDesa. 

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan 

Desa; 

16. PeraturanKepalaDesaadalahPeraturanPerundang-undangan yang ditetapkan 

oleh KepalaDesa yang 
bersifatmengaturdalamrangkamelaksanakanPeraturanDesa dan 

PeraturanPerundang-undangan yang lebihtinggi; 

17. Keputusan KepalaDesaadalahkeputusan yang ditetapkan oleh KepalaDesa yang 

bersifatmenetapkandalamrangkamelaksanakanPeraturanDesamaupunPeraturan

KepalaDesa; 

18. KepalaDesaadalahKepalaDesadalam wilayah Kabupaten Lampung Timur; 

19. Kepala Dusun adalahperangkatdesa yang 

berkedudukansebagaiunsurpelaksanatugasKepalaDesadalam wilayah dusun; 

20. PerangkatDesaadalahunsurpembantuKepalaDesa yang 

bertugasmembantuKepalaDesadalammelaksanakantugas dan wewenangnya; 

21. BendaharaDesaadalahKepala Urusan KeuanganDesauntukmenerima, 

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan 

mempertanggungjawabkankeuanganDesadalamrangkapelaksanaanAPBDesa;  

22. PedomanPenyusunan APB Desaadalahpokok-pokokkebijakansebagaipetunjuk 

dan arahbagipemerintahdesadalampenyusunan, pembahasan dan 

penetapanAPBDesa; 



23. Rencana Pembangunan JangkaMenengahDesa yang selanjutnyadisingkat RPJM 

Desaadalahdokumenperencanaandesauntukperiode 6 (enam) tahun; 

24. RencanaKerjaPemerintahDesa, selanjutnyadisebut RKP Desa, 

adalahpenjabarandariRencana Pembangunan 

JangkaMenengahDesauntukjangkawaktu 1 (satu) tahun. 

 

BAB II 

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa 

 

Pasal 2 

 

(1) PedomanpenyusunanAPBDesameliputi : 

a. sinkronisasikebijakanPemerintahDesadengankebijakanPemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten; 

b. prinsippenyusunanAPBDesa; 

c. kebijakanpenyusunanAPBDesa; 
d. teknispenyusunanAPBDesa; dan 

e. halkhususlainnya. 

 

(2) UraianpedomanpenyusunanAPBDesasebagaimanadimaksud pada ayat (1) 
tercantumdalam Lampiran yang 

merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanBupatiini. 

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 3 

 

(1) PeraturanBupatiinimulaiberlaku pada tanggal01 Januari 2020. 
 

(2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Lampung Timur. 

 

 
 Ditetapkan di Sukadana 

  pada tanggal 02 Januari 2020 

 
BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

 

 
 

 

ZAIFUL BOKHARI 
 

 

Diundangkan di Sukadana 

pada tanggal 06 Januari 2020 
 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, 
 

 

 

 

 

SYAHRUDIN PUTERA 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 02 



 

 
LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATILAMPUNG TIMUR 

NOMOR 02 TAHUN 2020 

TENTANGPEDOMANPENYUSUNANANGGA
RAN PENDAPATAN  DANBELANJADESA 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

 
 

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 

 

I. SinkronisasikebijakanPemerintahDesadengankebijakanPemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. 

 

RencanaKerjaPemerintahDesa (RKPDesa) merupakanpenjabarandariRencana 
Pembangunan JangkaMenengahDesa (RPJMDesa) untukjangkawaktu 1 (satu) 

tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang 

akandilaksanakandalamsatutahunberjalan. 

 
PenyusunanRKPDesamerupakanupayadalammenjagakesinambunganpembangu

nanterencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-

masingdesadenganmemanfaatkanberbagaisumberdaya yang tersediasecara 
optimal, efisien, efektif dan akuntabeldengantujuanpenanggulangankemiskinan 

dan meningkatkankesejahteraanmasyarakatberdasarkankearifanlokal. 

 
Hal inimengisyaratkanbahwapencapaianprioritaspembangunan di 

desamemerlukankoordinasidariseluruhpemangkukepentingan, 

melaluipengintegrasianprioritasnasional, prioritasPemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupatenberdasarkankewenangan 

dan berbasislokaldesa. 

 

Berkaitandenganitu, pemerintahdesa, pemerintahkabupaten dan 
pemerintahprovinsiharusmendukungtercapainya 5 (lima) 

prioritaspembangunannasionalsesuaidenganpotensi dan kondisimasing-

masingdesa. 5 (lima) prioritaspembangunannasionaldimaksud, meliputi : 
 

1. Pembangunan manusiamelaluipengurangankemiskinan dan 

peningkatanpelayanandasar; 

2. Pengurangankesenjanganantar wilayah melaluipenguatankonektivitas dan 

kemaritiman; 

3. Peningkatannilaitambahekonomimelaluipertanian, industri dan 

jasaproduktif; 

4. Pemantapanketahananenergi, pangandan sumberdaya air 

melaluipelestarianlingkungan; dan 

5. Stabilitaskeamanannasional dan kesuksesanpemilu. 

 

II. PrinsipPenyusunanAPBDesa : 
 

1. sesuaidengankebutuhanpenyelenggaraanpemerintahandesaberdasarkanurus

an dan kewenangandesa; 

2. tertib, taat pada ketentuanperaturanperundang-undangan, efisien,ekonomis, 

efektif, bertanggungjawabdenganmemperhatikan rasa keadilan, kepatutan 

dan manfaatuntukmasyarakat; 

3. tepatwaktu, sesuaidengantahapan dan jadwal yang 

telahditetapkandalamperaturanperundang-undangan: 



 

 

No. Kegiatan Waktu Keterangan 

1. PenyusunanRKPDes BulanJuliTahunberjalan  

2. PenetapanRKPDes Akhir Bulan September  

3. PenyusunanRancan
ganAPBDes 

DimulaiBulanOktoberTahunber
jalan 

 

4. PenetapanAPBDes Paling lambat 31 

DesemberTahunberjalan 

 

5. PerubahanAPBDes Dilaksanakanmaksimal 1 kali 
dalamsatuTahunAnggarankecu

alidalamkeadaanluarbiasa 

 

6. LaporanPelaksanaan

APBDes Semester I 

Paling 

lambatminggukeduabulanJuliT
ahunAnggaranberjalan 

 

7. LaporanRealisasiPer

tanggungjawabanPel
aksanaanAPBDes 

Paling lambat 3 (tiga) 

BulansetelahakhirTahunAngga
ranberkenaan 

 

 

4. transparanuntukmemudahkanmasyarakatmengetahui dan 

mendapatkanaksesinformasiseluas-
luasnyatentangAPBDesamelaluiSistemInformasiDesa, Info grafis dan media 

lainnya; 

5. APBDesamerupakandasarpengelolaankeuanganDesadalam masa 1 (satu) 

tahunanggaranmulaitanggal 1 Januarisampaidengantanggal 31 Desember; 

6. partisipatif, denganmelibatkanmasyarakat; dan 

7. tidakbertentangandengankepentinganumum, peraturanperundang-

undangan yang lebihtinggi dan peraturandaerahlainnya. 

 

III. KebijakanPenyusunanAPBDesa. 
 

Kebijakan yang perludiperhatikan oleh 

pemerintahdesadalampenyusunanAPBDesaterkaitdenganpendapatan, belanja 

dan 
pembiayaandesadenganpendekatanpenganggaranberdasarkanprestasikerja.Prest

asikerja yang dimaksudadalah : 

- indikatorkinerja, yaituukurankeberhasilan yang akandicapaidarikegiatan 
yang direncanakan; 

- capaianatau target kinerja, yaitumerupakanukuranprestasikerja yang 

akandicapai yang berwujudkualitas, kuantitas, efisiensi dan 
efektifitaspelaksanaandarisetiapkegiatan; 

- standarsatuanharga, yaitumerupakanhargasatuansetiap unit barang/jasa 

yang berlakudisuatudaerah yang 
ditetapkandengankeputusanBupatiatauStandarisasibarang/jasa yang 

ditetapkandenganperaturankepaladesa. 

- memanfaatkanbahanbaku dan tenagakerjalokaldesasetempat. 
 

1. PendapatanDesa. 

Pendapatandesa yang dianggarkandalam APBDmerupakanperkiraan yang 

terukursecararasional dan 
memilikikepastiansertadasarhukumpenerimaannya. 

Pendapatandesamerupakansemuapenerimaandesadalam 1 (satu) 

tahunanggaran yang menjadihakdesa dan tidakperludikembalikan oleh desa. 
a. Pendapatan Asli Desa (PADes) 

Penganggaranpendapatandaerah yang 

bersumberdariPADesterdiriatasjenis : 



1) hasilusaha, antara lain bagihasilBUMDesa; 

2) hasilaset, antara lain tanah kas Desa, tambatanperahu, pasar Desa, 
tempatpemandianumum, jaringanirigasi, dan 

hasilasetlainnyasesuaidengankewenanganberdasarkanhakasal-usul 

dan kewenanganlokalberskalaDesa; 
3) swadaya, partisipasi dan gotong royong 

ataupenerimaandarisumbanganmasyarakatdesa; dan 

4) pendapatanaslidesalain, antara lain hasilpungutanDesa. 
 

b. Pendapatan Transfer Terdiriatas : 

1) Dana Desa (DD), yang bersumberdariAnggaranPendapatan dan 

Belanja Negara berpedoman pada PeraturanBupati yang 
disusunberdasarkanPeraturan Menteri Keuangan; 

2) Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasaldariAnggaranPendapatan dan 

Belanja Daerah berpedoman pada PeraturanBupati; 
3) Dana Bagian darihasilpajakdaerah dan retribusidaerahKabupaten 

yang berasaldariAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada PeraturanBupati; 
4) bantuankeuangandariAnggaranPendapatanBelanja Daerah 

Provinsidapatbersifatumum dan khusus. 

BantuankeuanganbersifatkhusustersebutdikeloladalamAPBDesateta
pitidakditerapkandalamketentuanpenggunaan paling sedikit 70% 

(tujuhpuluhperseratus) dan paling banyak 30% 

(tigapuluhperseratus);dan 

5) bantuankeuangandariAnggaranPendapatanBelanja Daerah 
KabupatenberasaldaripemberianBantuanKeuangankepadaPemerinta

hDesa yang bersifatumum dan khusus yang 

bersumberdariAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah 
KabupatenLampung Timur dan 

tidakditerapkandalamketentuanpenggunaan paling sedikit 70% 

(tujuhpuluhperseratus) dan paling banyak 30% 
(tigapuluhperseratus) berpedoman pada PeraturanBupati. 

 

c. Pendapatan Lain : 
1) penerimaandarihasilkerjasamaDesa; 

2) penerimaandaribantuanperusahaan yang berlokasi di Desa; 

3) penerimaandarihibah dan sumbangandaripihakketiga; 

4) koreksikesalahanbelanjatahunanggaransebelumnya yang 
mengakibatkanpenerimaan di kas Desa pada 

tahunanggaranberjalan; 

5) bunga bank; dan 
6) pendapatan lain Desa yang sah. 

 

DalamhalPeraturanBupatitentangPagu Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa 
(ADD), Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi (BHPRD), 

BantuanKeuanganProvinsi dan BantuanKeuanganKabupatenditetapkan 

dan/atauterdapatperubahansetelahPeraturanDesatentangAPBDesaditetapka
n dan telahdievaluasi oleh Camat, PemerintahDesaharusmenyesuaikan dana 

dimaksuddenganterlebihdahulumelakukanperubahanPeraturanKepalaDesat

entangPenjabaranAPBDesadenganpemberitahuankepadaKetua BPD, 

untukselanjutnyaditampungdalamPerubahanAPBDesaataudicantumkandala
mLaporanRealisasiAnggaranbagiPemerintahDesa yang 

tidakmelakukanperubahanAPBDes. 

 
2. BelanjaDesa. 

Yaitusemuapengeluaran yang merupakankewajibanDesadalam 1 (satu) 

tahunanggaran yang tidakakandiperolehpembayarannyakembali dan 
dipergunakanuntukmendanaipenyelenggaraankewenanganDesa dan 



disusunsecaraberimbangantarapenerimaan dan pengeluaran, yang 

berorientasi pada pencapaianhasildariinput dan output yang direncanakan. 
BelanjadesadigunakanuntukmenyelenggarakankewenanganDesa: 

a. PenyelenggaraanpemerintahanDesa; 

KalsifikasibidangpemerintahanDesaterbagidalam sub bidang : 
1) Penyelenggaraanbelanjapenghasilantetap, tunjangan dan 

operasionalpemerintahanDesa: 

a) penyediaanpenghasilantetap dan tunjanganKepalaDesa; 

b) penyediaanpenghasilantetap dan tunjanganPerangkatDesa; 
c) penyediaanjaminansosialbagiKepalaDesa dan PerangkatDesa; 

d) penyediaanoperasionalPemerintahDesa (ATK, honorarium PKPKD 

dan PPKD, perlengkapanperkantoran, listrik/telpon, dll); 
e) penyediaanInsentif/Operasional RT/RW; dan 

f) lain-lain Sub BidangPenyelenggaraanBelanjaPenghasilanTetap, 

Tunjangan dan OperasionalPemerintahanDesa. 
2) Sarana dan prasaranapemerintahanDesa: 

a) Penyediaansarana (asettetap) perkantoran/pemerintahan; 

b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;dan 
c) lain-lain kegiatan sub bidangsarana dan 

prasaranapemerintahanDesa. 

3) Administrasikependudukan, pencatatansipil, statistikdan kearsipan: 

a) pelayananadministrasiumum dan kependudukan (Surat 
pengantar/Pelayanan KTP, AktaKelahiran, KartuKeluarga, dll); 

b) penyusunan/pendataan/pemutakhiranprofildesa 

(profilkependudukan dan potensidesa; 
c) pengelolaanadministrasi dan kearsipanpemerintahandesa; 

d) penyuluhan dan penyadaranmasyarakattentangkependudukan 

dan pencatatansipil; 
e) pemetaan dan analisiskemiskinandesasecarapartisipatif; dan 

f) lain-lain kegiatan sub bidangadministrasikependudukan, 

pencatatansipil, statistik dan kearsipan. 
4) Tata prajapemerintahan, perencanaan, keuangandan pelaporan; 

a) penyelenggaraanMusyawarahPerencanaanDesa/PembahasanAPB

Des (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., 
bersifatreguler); 

b) penyelenggaraanMusyawarahDesalainnya (musdus, 

rembugwarga, dll., yang bersifat non-

regulersesuaikebutuhandesa); 
c) penyusunandokumenperencanaandesaRPJMDes/RKPDes, dll); 

d) penyusunandokumenkeuangandesa 

(APBDes/APBDesPerubahan/LPJ APBDes, dan 
seluruhdokumenterkait); 

e) pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaianasetdesa; 

f) penyusunankebijakandesa (Perdes/Perkades, dll - 
diluardokumenRencana Pembangunan/Keuangan); 

g) penyusunanlaporankepaladesa/penyelenggaraanpemerintahande

sa(laporanakhirtahunanggaran, laporanakhir masa jabatan, 
laporanketeranganakhirtahunanggaran, 

informasikepadamasyarakat); 

h) pengembangansisteminformasidesa; 

i) koordinasi/kerjasamapenyelenggaraanpemerintahan dan 
pembangunandesa (antardesa/kecamatan/kabupaten, 

pihakketiga, dll); 

j) dukunganpelaksanaan dan sosialisasipilkades, 
pemilihankepalakewilayahan dan pemilihan BPD (yang 

menjadiwewenangDesa); 

k) penyelenggaraanlombaantarkewilayahan dan 
pengirimankontingendalammengikutilombadesa; dan 



l) lain-lain kegiatan sub bidang tata prajapemerintahan, 

perencanaan, keuangan dan pelaporan. 
5) Pertanahan : 

a) sertifikasitanah kas desa; 

b) administrasipertanahan (pendaftarantanah, dan 
pemberianregistrasi agenda pertanahan); 

c) fasilitasisertifikasitanahuntukmasyarakat miskin; 

d) mediasikonflikpertanahan; 
e) penyuluhanpertanahan; 

f) administrasipajakbumi dan bangunan (pbb); 

g) penentuan/penegasan/pembangunanbatas/patoktanahdesa; dan 

h) lain-lain kegiatan sub bidangpertanahan. 
 

b. PelaksanaanpembangunanDesa; 

Klasifikasibidangpembangunanterbagidalam sub bidang : 
 

1) Pendidikan: 

a) penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-
Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, PakaianSeragam, 

Operasional, dst); 

b) dukunganpenyelenggaraanPAUD (APE, Sarana PAUD, dst); 
c) penyuluhan dan pelatihanpendidikanbagimasyarakat; 

d) pemeliharaansarana dan 

prasaranaperpustakaan/tamanbacaandesa/ 

sanggarbelajarmilikdesa 
e) pemeliharaansarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ 

/Madrasah Non-Formal Milik Desa; 

f) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaansarana/ 
prasarana/Alat PeragaEdukatif (APE) 

PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa; 

g) pembangunan/rehabilitasi/peningkatansaranaprasaranaperpusta
kaan/tamanbacaandesa/sanggarbelajarmilikdesa; 

h) pengelolaanperpustakaanmilikdesa (pengadaanbuku-

bukubacaan, honor 
penjagauntukperpustakaan/tamanbacaandesa); 

i) pengembangan dan pembinaansanggarseni dan belajar; 

j) dukunganpendidikanbagisiswa miskin/berprestasi; dan 

k) lain-lain kegiatan sub bidangpendidikan. 
 

2) Kesehatan: 

a) penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/polindesmilikdesa 
(obat-obatan; tambahaninsentifbidandesa/perawatdesa; 

penyediaanpelayanan kb dan alatkontrasepsibagikeluarga miskin, 

dst); 
b) penyelenggaraanposyandu (makanantambahan, kelasibuhamil, 

kelaslansia, insentifkaderposyandu); 

c) penyuluhan dan pelatihanbidangkesehatan (untukmasyarakat, 
tenagakesehatan, kaderkesehatan, dll); 

d) penyelenggaraandesasiagakesehatan; 

e) pembinaanPalang Merah Remaja (PMR) tingkatdesa; 

f) pengasuhanbersamaatau Bina KeluargaBalita (BKB); 
g) pembinaan dan pengawasanupayakesehatantradisional; 

h) pemeliharaansarana/prasaranaPosyandu/Polindes/PKD; 

i) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaansarana dan 
prasaranaPosyandu/Polindes/PKD ; dan 

j) lain-lain kegiatan sub bidangkesehatan. 

 
3) Pekerjaanumum dan penataanruang: 



a) pemeliharaanjalandesa; 

b) pemeliharaanjalanlingkunganpermukiman/gang; 
c) pemeliharaanjalanusahatani; 

d) pemeliharaanjembatanmilikdesa; 

e) pemeliharaanprasaranajalandesa (gorong-gorong, selokan, 
drainase, prasaranajalan lain; 

f) pemeliharaangedung/prasaranabalaidesa/balaikemasyarakatan; 

g) pemeliharaanpemakamanmilikdesa/situs 
bersejarahmilikdesa/petilasanmilik; 

h) pemeliharaanembungmilikdesa; 

i) pemeliharaanmonumen/gapura/batasdesa; 

j) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasanjalandesa; 
k) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasanjalanlingkun

ganpermukiman/gang; 

l) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasanjalanusahata
ni; 

m) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasanjembatanmili

kdesa; 
n) pembangunan/rehabilitasi/peningkatanprasaranajalandesa 

(gorong-gorong, selokan, drainase, prasaranajalan lain); 

o) pembangunan/rehabilitasi/peningkatanpemakamanmilikdesa/sit
us bersejarahmilikdesa; 

p) pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosialdesa; 

q) penyusunandokumenperencanaan tata ruangdesa; 

r) pembangunan/rehabilitasi/peningkatanembungdesa; 
s) pembangunan/rehabilitasi/peningkatanmonumen/gapura/batas

desa; 

t) lain-lain kegiatan sub bidangpekerjaanumum dan 
penataanruang. 

 

4) Kawasan permukiman: 
a) dukunganpelaksanaan program pembangunan/rehab 

RumahTidakLayakHuni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) 

b) pemeliharaansumurresapanmilikdesa 
c) pemeliharaansumber air bersihmilikdesa (mata 

air/tandonpenampungan air hujan/sumurbor, dll) 

d) pemeliharaansambungan air bersihkerumahtangga (pipanisasi, 

dll) 
e) pemeliharaansanitasipermukiman (gorong-gorong, selokan, parit, 

dll., diluarprasaranajalan) 

f) pemeliharaanfasilitasjambanumum/MCK umum, dll 
g) pemeliharaanfasilitaspengelolaansampahdesa/permukiman 

(penampungan, bank sampah, dll) 

h) pemeliharaansistempembuangan air limbah (drainase, air 
limbahrumahtangga) 

i) pemeliharaantaman/tamanbermainanakmilikdesa 

j) pembangunan/rehabilitasi/peningkatansumurresapan 
k) pembangunan/rehabilitasi/peningkatansumber air 

bersihmilikdesa (mata air/tandonpenampungan air 

hujan/sumurbor, dll) 

l) pembangunan/rehabilitasi/peningkatansambungan air 
bersihkerumahtangga (pipanisasi, dll) 

m) pembangunan/rehabilitasi/peningkatansanitasipermukiman 

(gorong-gorong, selokan, parit, dll., diluarprasaranajalan) 
n) pembangunan/rehabilitas/peningkatanfasilitasjambanumum/MC

K umum, dll; 

o) pembangunan/rehabilitasi/peningkatanfasilitaspengelolaansamp
ahdesa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll; 



p) pembangunan/rehabilitasi/peningkatansistempembuangan air 

limbah (drainase, air limbahrumahtangga); 
q) pembangunan/rehabilitasi/peningkatantaman/tamanbermainan

akmilikdesa; 

r) lain-lain kegiatan sub bidangperumahanrakyat dan 
kawasanpemukiman. 

 

5) Kehutanan dan lingkunganhidup: 
a) pengelolaanhutanmilikdesa; 

b) pengelolaanlingkunganhidupdesa; 

c) pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadarantentanglingkungan

hidup dan kehutanan; 
d) lain-lain kegiatan sub bidangkehutanan dan lingkunganhidup. 

 

6) Perhubungan, komunikasi dan informatika: 
a) pembuatanrambu-rambu di jalandesa 

b) penyelenggaraaninformasipublikdesa (misal : pembuatan 

poster/balihoinformasipenetapan/LPJ APBDesuntukwarga, dll) 
c) pengelolaan dan pembuatanjaringan/instalasikomunikasi dan 

informasilokaldesa 

d) lain-lain kegiatan sub bidangperhubungan, komunikasi, dan 
informatika. 

 

7) Energi dan sumberdaya mineral: 

a) pemeliharaansarana dan prasaranaenergialternatiftingkatdesa 
b) pembangunan/rehabilitasi/peningkatansarana dan 

prasaranaenergialternatiftingkatdesa 

c) lain-lain kegiatan sub bidangenergi dan sumberdaya mineral. 
 

8) Pariwisata: 

a) pemeliharaansarana dan prasaranapariwisatamilikdesa; 
b) pembangunan/rehabilitasi/peningkatansarana dan 

prasaranapariwisatamilik; 

c) pengembanganpariwisatatingkatdesa; 
d) lain-lain kegiatan sub bidangpariwisata. 

 

c. Pembinaankemasyarakatandesa: 

Klasifikasibidangkemasyarakatanterbagidalam sub bidang : 
1) Ketentraman,  ketertiban, dan pelindunganmasyarakat; 

a) pengadaan/penyelenggaraan pos keamanandesa (pembangunan 

pos, pengawasanpelaksanaanjadwalronda/patrolidll); 
b) penguatan dan 

peningkatankapasitastenagakeamanan/ketertiban oleh 

pemerintahdesa (satlinmasdesa); 
c) koordinasipembinaanketentraman, ketertiban, dan 

pelindunganmasyarakat 

(denganmasyarakat/instansipemerintahdaerah, dll) 
skalalokaldesa; 

d) pelatihankesiapsiagaan/tanggapbencanaskalalokaldesa; 

e) penyediaan pos kesiapsiagaanbencanaskalalokaldesa; 

f) bantuanhukumuntukaparaturdesa dan masyarakat miskin; 
g) pelatihan/penyuluhan/sosialisasikepadamasyarakat di 

bidanghukum dan pelindunganmasyarakat; 

h) lain-lain kegiatan sub bidangketenteraman, ketertibanumum, dan 
pelindunganmasyarakat. 

 

2) Kebudayaan dan kegamaan: 
a) pembinaan group kesenian dan kebudayaantingkatdesa; 



b) pengirimankontingen group kesenian dan kebudayaansebagai 

wakil desa di tingkatkecamatan dan kabupaten/kota; 
c) penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan 

keagamaan (perayaanharikemerdekaan, haribesarkeagamaan, dll) 

tingkatdesa; 
d) pemeliharaansarana dan 

prasaranakebudayaan/rumahadat/keagamaanmilikdesa; 

e) pembangunan/rehabilitasi/peningkatansarana dan 
prasaranakebudayaan/rumahadat/keagamaanmilikdesa; 

f) lain-lain kegiatan sub bidangkebudayaan dan keagamaan. 

 

3) Kepemudaan dan olah raga: 
a) pengirimankontingenkepemudaan dan olah raga sebagai wakil 

desa di tingkatkecamatan dan kabupaten/kota; 

b) penyelenggaraanpelatihankepemudaan (kepemudaan, 
penyadaraanwawasankebangsaan, dll) tingkatdesa; 

c) penyelenggaraan festival/lombakepemudaan dan 

olahragatingkatdesa; 
d) pemeliharaansarana dan prasaranakepemudaan dan olah raga 

milikdesa; 

e) pembangunan/rehabilitasi/peningkatansarana dan 
prasaranakepemudaan dan olah raga milikdesa; 

f) pembinaankarangtaruna/klubkepemudaan/klubolah raga; 

g) lain-lain kegiatan sub bidangkepemudaan dan olah raga. 

 
4) kelembagaanmasyarakat: 

a) pembinaan Lembaga Adat; 

b) pembinaan LKMD/LPM/LPMD; 
c) pembinaan PKK; 

d) pelatihanpembinaanlembagakemasyarakatan; 

e) lain-lain kegiatan sub bidangkelembagaanmasyarakat. 
 

d. PemberdayaanmasyarakatDesa: 

Klasifikasibidangpemberdayaanmasyarakatterbagidalam sub bidang: 
1) kelautan dan perikanan: 

a) pemeliharaankaramba/kolamperikanandaratmilikdesa; 

b) pemeliharaanpelabuhanperikanansungai/kecilmilikdesa; 

c) pembangunan/rehabilitasi/peningkatankaramba/kolamperikana
ndaratmilikdesa; 

d) pembangunan/rehabilitasi/peningkatanpelabuhanperikanansung

ai/kecilmilikdesa; 
e) bantuanperikanan (bibit/pakan/dst); 

f) pelatihan/bimtek/pengenalantekonologitepatgunauntukperikana

ndarat/nelayan; 
g) lain-lain kegiatan sub bidangkelautan dan perikanan. 

 

2) pertanian dan peternakan: 
a) peningkatanproduksitanamanpangan (alatproduksi dan 

pengolahanpertanian,penggilinganpadi/jagung, dll); 

b) peningkatanproduksipeternakan (alatproduksi dan 

pengolahanpeternakan, kandang, dll); 
c) penguatanketahananpangantingkatdesa (lumbung desa, dll); 

d) pemeliharansaluranirigasitersier/sederhana; 

e) pelatihan/bimtek/pengenalantekonologitepatgunauntukpertanian
/peternakan; 

f) lain-lain kegiatan sub bidangpertanian dan peternakan. 

 
3) peningkatankapasitasaparaturdesa: 



a) peningkatankapasitaskepaladesa; 

b) peningkatankapasitasperangkatdesa; 
c) peningkatankapasitasBPD 

d) lain-lain kegiatan sub bidangpeningkatankapasitasaparaturdesa. 

 
4) pemberdayaanperempuan,perlindungananak dan keluarga: 

a) pelatihan/penyuluhanpemberdayaanperempuan; 

b) pelatihan/penyuluhanperlindungananak; 
c) pelatihan dan penguatanpenyandangdifabel 

(penyandangdisabilitas); 

d) lain-lain kegiatan sub bidangpemberdayaanperempuan dan 

perlindungananak. 
 

5) koperasi, usahamikrokecildan menengah: 

a) pelatihanmanajemenpengelolaankoperasi/KUD/UMKM; 
b) pengembangansaranaprasaranausahamikro, kecil dan 

menengahsertakoperasi; 

c) pengadaanteknologitepatgunauntukpengembanganekonomipedes
aan non- pertanian; 

d) lain-lain kegiatan sub bidangkoperasi, usahakecil dan menengah. 

 
6) dukunganpenanaman modal: 

a) pembentukanBUMDesa (persiapan dan pembentukanawal BUM 

Desa); 

b) pelatihanpengelolaanBUMDesa (pelatihan yang dilaksanakan oleh 
desa); 

c) lain-lain kegiatan sub bidangpenanaman modal. 

 
7) perdagangan dan perindustrian: 

a) pemeliharaan pasar desa/kiosmilikdesa; 

b) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar 
desa/kiosmilikdesa; 

c) pengembanganindustrikecil level desa; 

d) pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingankelompokusaha
ekonomiproduktif (pengrajin, pedagang, industrirumahtangga, 

dll); 

e) lain-lain kegiatan sub bidangperdagangan dan perindustrian. 

 
e. Penanggulanganbencana, keadaandarurat dan mendesakDesa. 

Klasifikasibidangpenanggulanganbencana, keadaandarurat, dan 

mendesakterbagidalam sub bidang : 
1) penanggulanganbencana; 

2) keadaandarurat; 

3) keadaanmendesak. 
 

Klasifikasibelanjasebagaimanadimaksud pada huruf a 

sampaidenganhuruf d, dibagidalam sub bidang dan 
kegiatansesuaidengankebutuhanDesayang 

telahdituangkandalamRKPDesa. 

 

Klasifikasibelanjasebagaimanadimaksud pada huruf e, dibagidalam sub 
bidangsesuaidengankebutuhanDesauntukpenanggulanganbencana, 

keadaandarurat dan mendesak yang terjadi di Desa. 

 
3. Belanjadesaterdiridari: 

a) Belanjapegawai: 



- digunakanuntukpenghasilantetap, tunjangan, penerimaanlain, dan 

pembayaranjaminansosialbagikepalaDesa dan perangkatDesa, 
sertatunjangan BPD; 

- belanjapegawaipelaksanaannyadibayarkansetiapbulan; 

- pembayaranjaminansosialsesuaidenganketentuanperaturanperundan
g- undangan dan kemampuanAPBDesa. 

 

b) Belanjabarang/jasa: 
(1) Belanjabarang/jasadigunakanuntukpengeluaranbagipengadaanbaran

g/jasa yang nilaimanfaatnyakurangdari 12 (duabelas) bulan. 

 

(2) Belanjabarang/jasadigunakanantara lain untuk : 
a. operasionalpemerintahDesa; 

b. pemeliharaansaranaprasaranaDesa; 

c. kegiatansosialisasi/rapat/pelatihan/bimbinganteknis; 
d. operasional BPD; 

e. insentifRukunTetangga/RukunWarga; dan 

f. pemberianbarangpada masyarakat/kelompokmasyarakat. 
 

(3) InsentifRukunTetangga/RukunWargasebagaimanadimaksud pada 

ayat (2) huruf e 
yaitubantuanuanguntukoperasionallembagaRukunTetangga/Rukun

Wargauntukmembantupelaksanaantugaspelayananpemerintahan, 

perencanaanpembangunan, ketentraman dan ketertiban, 

sertapemberdayaanmasyarakatDesa. 
 

(4) Pemberianbarang pada 

masyarakat/kelompokmasyarakatsebagaimanadimaksud pada ayat 
(2) huruf f dilakukanuntukmenunjangpelaksanaankegiatanDesa. 

 

c) Belanja modal: 
Merupakanpengadaanbarang yang nilaimanfaatnyalebihdari 12 

(duabelas) bulan dan menambahaset dan 

untukkegiatanpenyelenggaraankewenangandesa. 
 

d) Belanjatakterduga: 

merupakanbelanjauntukkegiatanpenanggulanganbencana, 

keadaandarurat, dan keadaanmendesak yang 
berskalalokaldesadenganketentuan. 

(1) bukanmerupakankegiatan normal dariaktivitaspemerintahDesa dan 

tidakdapatdiprediksikansebelumnya; 
(2) tidakdiharapkanterjadiberulang; dan 

(3) beradadiluarkendalipemerintahDesa. 

 
e) PembiayaanDesa 

PembiayaanDesamerupakansemuapenerimaan yang perludibayarkembali 

dan/ataupengeluaran yang akanditerimakembali, baik pada 
tahunanggaran yang bersangkutanmaupun pada 

tahunanggaranberikutnya. Pembiayaandesaterdiriataskelompok : 

a. Penerimaanpembiayaan; 

1. SiLPAtahunsebelumnya: 
SiLPAsebagaimanadimaksudmeliputipelampauanpenerimaanpendapa

tanterhadapbelanja, penghematanbelanja, dan sisa dana kegiatan 

yang belumselesaiataulanjutan. 
PenggunaanSiLPAdisesuaikandengansumberdananya. 

2. Pencairan dana cadangan: 

Pencairan dana cadangansebagaimanadimaksud pada 
ayatdigunakanuntukmenganggarkankebutuhan dana cadangan 



yang selanjutnyadicatatkandalampenerimaanpembiayaandalam 

APB Desa; dan 
3. Hasil penjualankekayaanDesa yang dipisahkankecualitanah dan 

bangunan. Hasil penjualankekayaanDesa yang 

dipisahkandicatatdalampenerimaanpembiayaanhasilpenjualanke
kayaanDesa yang dipisahkan. 

b. Pengeluaranpembiayaan. 

Pengeluaranpembiayaanterdiriatas : 
a) pembentukan dana cadangan; 

(1) pembentukan dana 

cadangandilakukanuntukmendanaikegiatan yang 

penyediaandananyatidakdapatsekaligusdibebankandalam 1 
(satu) tahunanggaran. 

(2) pembentukan dana cadanganditetapkandenganperaturandesa. 

(3) peraturandesasebagaimanadimaksud pada ayat (2) paling 
sedikitmemuat: 

a. penetapantujuanpembentukan dana cadangan; 

b. program dan kegiatan yang akandibiayaidari dana 
cadangan; 

c. besaran dan rinciantahunan dana cadangan yang 

harusdianggarkan; 
d. sumber dana cadangan; dan 

e. tahunanggaranpelaksanaan dana cadangan. 

(4) Pembentukan dana 

cadangandapatbersumberdaripenyisihanataspenerimaanDesa, 
kecualidaripenerimaan yang 

penggunaannyatelahditentukansecarakhususberdasarkanpera

turanperundang-undangan. 
(5) Penganggaran dana cadangantidakmelebihitahunakhir masa 

jabatankepalaDesa. 

b) Penyertaan modal. 
(1) Penyertaan modal antara lain 

digunakanuntukmenganggarkankekayaanpemerintahDesa 

yang diinvestasikandalam BUM 
DesauntukmeningkatkanpendapatanDesaataupelayanankepad

amasyarakat. 

(2) Penyertaan modal merupakankekayaanDesa yang dipisahkan 

yang dianggarkandaripengeluaranpembiayaandalam APB 
Desa. 

(3) Penyertaan modal dalambentuktanah kas Desa dan 

bangunantidakdapatdijual. 
(4) Penyertaan modal pada BUM Desamelalui proses 

analisiskelayakansesuaiketentuanperaturanperundang-

undangan. 
(5) Tata carapenyertaan modal 

diaturlebihlanjutdalamPeraturanBupatimengenaipengelolaank

euanganDesa. 
(6) PeraturanBupati/Walikotasebagaimanasedikitnyamemuatkete

ntuan: 

a) indikatorpenyertaan modal yang dapatdisertakan; dan 

b) indikatoranalisakelayakanpenyertaan modal. 
 

IV.Teknis PenyusunanAPBDesa. 

DalampenyusunanAPBDesPemerintahDesaharusmemperhatikanhal-
halsebagaiberikut: 

1. KepalaDesa dan BPD 

wajibmensepakatibersamarancanganperaturandesatentangAPBDesapaling 
lambatbulanOktober; 



2. PeraturanDesatentangAPBDesaditetapkan paling lambattanggal 31 

Desember; 
3. Pemerintahdesamenyusun RKP Desasebagaipenjabaran RPJM Desa; 

4. rancangan RKP Desadilampirirencanakegiatan danrencanaanggarabiaya; 

5. RAB ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkansebagaipelaksanakegiatan; 
6. penetapanpelaksanakegiatandilaksanakan pada saatpenyusunan RKP 

Desa; 

7. RKP DesasebagaidasarpenetapanAPBDesa; 
8. RKP Desaditetapkan paling lambatakhirbulan September tahunberjalan; 

9. perubahanAPBDesahanyadapatdilakukan 1 kali 

dalamsatuTahunAnggarankecualidalamkeadaanluarbiasa; 

10. KepalaDesamenetapkanPeraturanKepalaDesatentangpenjabaranAPBDesase
telahAPBDesaditetapkan. 
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ZAIFUL BOKHARI 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 


